GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun

2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Jenis Pajak Air Permukaan, sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan sistem pelayanan terpadu satu
pintu, oleh karena itu perlu diganti dan disesuaikan
dengan tuntutan masyarakat atas pelayanan prima;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka untuk kepastian hukum dan tertib
administrasi pemungutan, perlu menetapkan Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Lampung;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

2.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis

Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturar. Daerah Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

L;
2.
3.

Daerah adalah Provinsi Lampung.
Gubernur adalah Gubernur Lampung.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung.

Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal
dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun

yang terdapat di bawah permukaan tanah, tidak termasuk air
yang terdapat di laut.

Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada

permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di
laut maupun di darat.

Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disingkat PAP, adalah
pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
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Rejabat a@alah pejabat atau Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu di
bidang Pajak Pengambilan Air Permukaan.

Dinas Teknis adalah Dinas Cipta Ka

s rya dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Lampung.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD,

adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek

gajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
aerah

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat yang menetapkan besarnya pajak terutang, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

S.u1'”at Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan ates
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
ketetapan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerpan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPLD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, surat atau terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat
Peraturan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan
mengolah data, dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan pajak daerah.

Penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegewai Negeri Sipil (PPNS) yang
selanjutnya disingkat penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti,
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi di bidang
perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air permukaan yang telan diambil dan
dikenai pajak pemanfaatan air permukaan, besarnya sama dengan volume air
yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
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Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air permukaan per satuan volume yang

akan dikepai pajak pemanfaatan air permukaan, besarnya sama dengan harga
air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

Harga Air Baku (HAB) adalah harga rata-rata air permukaan per satuan volume

d.i suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan
air permukaan tersebut dibagi dengan volume produksinya.

Faktor Nilai Air (FNA) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya
alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan, dan pengelolaan, besarnya

ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume
pengambilannya.

BAB 1
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Paragraf 1
OBJEK PAP

Pasal 2
Objek PAP adalah:

a. Pengambilan air permukaan;
b. Pemanfaatan air permukaan; dan

c. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

Dikecualikan dari objek PAP, yaitu:

a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar
rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan; dan

b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan
perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat, usaha sosial, instansi
pemerintah, tempat ibadah, pemadam  kebakaran, pendinginan
senjata/keamanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Paragraf 2
SUBJEK DAN WAJIB PAP
Pasal 3
Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan air permukaan.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN
Paragraf 1
Tata Cara Pendataan Objek Pajak Air Permukaan
Pasal 4

Setiap Wajib PAP wajib mengisi SPOPD dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib PAP atau kuasanya.
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SPOPD sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1)

Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari
Pajak.

wajib disampaikan ke
Kerja setelah berakhirnya masa

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) tidak dipenuhi, maka diberikan sanksi administratif
§ebesar 2% (dua persen) dari pokok PAP setiap bulan keterlambatan untuk
Jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bentuk dan isi SPOPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan
Gubernur ini.

Paragraf 2
Tata Cara Penetapan dan Perhitungan Pajak Air Permukaan
Pasal 5

Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.

Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

dalam Rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh
faktor-faktor:

a. jenis sumber air permukaan;

b. lokasi sumber air permukaan;

¢. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;

d. volume air permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas air permukaan;

f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan,;
g. musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; dan

h.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan.

Cara menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), adalah mengalikan Volume Air Permukaan yang diambil dengan Harga
Dasar Air.

Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dilakukan oleh Dinas Teknis
berkoordinasi dengan Badan Pendapatan.

Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan Harga Dasar Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur
dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak
bumi dan gas alam diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman
kepada Perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang terkait sistem dan prosedur pengelolaan Pajak Air Permukaan
yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ©

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Perolehan Air
Permukaan.
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Besarnya pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan PAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

PAP ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.

Dalam hal SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dibayar setelah

lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan, dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari PAP
terutang yang ditagih dengan menerbitkan STPD.

Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan
Gubernur ini

Pasal 7

Khusus Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk
kemanfaatan umum yang tarifnya ditetapkan Pemerintah sesuai peraturan
perundang-undangan, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
diperhitungkan dalam harga jual listrik di daerah yang dijangkau oleh sistem
pasokan tenaga listrik yang bersangkutan.

(1)

(2)

Pasal 8

PAP yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan berada.

Pemungutan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diborongkan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemungutan PAP, Kepala Badan Pendapatan
Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja
Vertikal/Lembaga lainnya setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 9
Masa PAP adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Pajak terutang dalam masa PAP terjadi pada saat pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan.

Pasal 10

PAP dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,

dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PAP yang harus dibayar
ditambah.

Atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
Kepala Badan Pendapatan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran PAP dengan dikenakan bunga
2% (dua persen) setiap bulan.

Pembayaran PAP dilakukan di rekening Kas Daerah Provinsi Lampung.

Tata cara pembayaran, penyetoran tecmpat pembayaren, angsuran, dan
penundaan PAP yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKB Tahunan, SKPDKBT, SKPDKXBT Tahunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, Lampiran III B, Lampiran III C,
dan Lampiran III D Peraturan Gubernur ini.



(1)

-

Pasal 11

Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
a. PAP dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran [V A dan Lampiran

(1)

(2)

(3)

(4)

IV B Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Gubernur menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan apabila PAP
terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar
oleh Wajib PAP setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi PAP terutang.

Apabila jumlah PAP terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana

ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat Peringatan, jumlah PAP ditagin
dengan Surat Paksa.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING
Paragraf 1
Tata Cara Keberatan
Pasal 13

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala
Badan Pendapatan Daerah atas penerbitan :

a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB;

e. SKPDLB Nihil;

f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan scjak
tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikiz
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.
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Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau tanda

pengiﬁman surat keberatan melalui surat pcs tercatat sebagai tanda bukti
penerimaan surat keberatan;

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal

surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yarig
diajukan.

Keputpsan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolah, atau menambah besarnya pajak terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan

Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Paragraf 2
Tata Cara Banding
Pasal 14

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas putusan yang ditetapkan oleh
Gubernur.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak diterimanya keputsan ditetapkan menurut cara yang ditentukan
dalam peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dengan melampirkan
salinan surat keputusan tersebut untuk pengajuan permohonan banding
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar PAP.

Pasal 15

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari
jumlah pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif

berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IV

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN

(1)

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Atas permohonan Wajib Pajak, Gubernur dapat membetulkan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, atau STPD, SKPD Nihil, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(3)

Gubernur dapat:

a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dan
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

mengurangi atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau

dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang tidak benar; dan

c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan
atau diterbitkan tidak sesuai dengan cara yang ditentukan.

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 17

Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air
Permukaan kepada Kepala Badan Pendapatan yang memuat sekurang-
kurangnya:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. bukti Surat Ketetapan Pajak yang asli;

c. bukti pembayaran Pajak Air Permukaan yang asli, dan perhitungan menurut
Wajib Pajak.

Kepala Badan Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bularn

sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air

Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui,
Kepala Badan Pendapatan tidak memberikan keputusan, maka permohonar:
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan dianggap
dikabulkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung
diperhitungkan untuk melunasi dahulu hutang Pajak Air Permukaan dimaksud.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Kepala Badan Pendapatan.

BAB VI
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 18

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaiman

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.
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(4) Pengakuan utang pajali secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, .adalah Wayb Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utapg secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan Wajib Pajak.
Pasal 19

(1) Piutang pajak yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa ditetapkan oleh
Kepala Badan Pendapatan.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 20

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insenti{ atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melaluj
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur Lampung sesuai dengan perundang-

undangan.
BAB VIII
TATA CARA BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK AIR PERMUKAAN
Pasal 21

(1) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Pembagian bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibagi dengan memperhatikan dan didasarkan kepada:

a. 50% (lima puluh persen) aspek pemerataan; dan
b. 50% (lima puluh persen) aspek potensi.

(3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber yang berada hanya ada 1 (satu)
wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dimaksud diserahkan kepada
kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 22

Pelaksanaan pengalokasian bagi hasil Pajak Air Permukaaan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan dengan
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAR IX
PEMERIKSAAN PAJAK DARAH

Pasal 23

(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.



(2)

(3)
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Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak didasarkan kepada Peraturan
Guberpur Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaari,
Penghitungan, dan Pembayaran Pajak Daerah.

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dokumen dan/atau meminjam buku dan catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
pajak yang terutang.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu.

c. Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

BAB X
LEGALITAS WAJIB PAJAK

Pasal 24
Setiap Wajib PAP diberikan Kartu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD) sebagai bentuk legalitas Wajib PAP yang ada di Daerah.
Bentuk, kualitas dan ukuran Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (1) di
atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur,

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25
Menunjuk Kepala Badan Pendapatan untuk melakukan pembiraan,
pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Badan Pendapatan berkoordinasi dengan Dinas Teknis, Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Lampung dan Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukar
pembinaan, pengawasan dan pengendalian lapangan dalam pelaksanaan
pengelolaan PAP terhadap Wajib Pajak dan aparatur, yang meliputi :

a. Pemeriksaan pajak;

b. Penagihan pajak;

c. Penatausahaan pajak;

d. Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pengawasan atas pengelolaan PAP dilakukan oleh Badan Pendapatan, Dinas
Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Organisasi Perangkat
Daerah/Satuan Kerja Vertikal/Lembaga lainnya, baik secara mandiri ataupun
bersama-sama sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayvat (3) meliputi pengawasan
preventif dan pengawasan represif.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, diatur lebih lanjut oleh
Kepala Badan Pendapatan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Air
Permukaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Jul1 2018

GUBERNUR LAMPUNG,
ttd
M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuaji dengan aslinya
KEFPALA B[RO HUKUM,

L4

ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR : 22
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LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 22 - TAHUN 2018
TANGGAL : 11 Juli 2018

BENTUK DAN ISI SURAT EiMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH
(SPOPD)
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

MASA PAJAK U URURPUORRRRPN
NOMOR 5. i 5 i S 50 2 SRS Y 5 S 5 B e B
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
L NGMA Wafib PAJAK  : coevieeeioiieiieee ettt et ettt ettt
‘ 2. Alamat o s i i s e e i S e At Pt e e 5 0 e s e et e e e e e et e e
| 3. Jenis Usaha e
4. NPWPD § s s s s 5 50 S S8 5 58 s 95 558 S5 58 S8 S50 K5 5085 5 S BB dmemt sntsntsmtrtm

| B. PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
1

No.

Tahun Bulan Jumlah Pemakaian (M3/Kwh] Keterangan

. PERNYATAAN

Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya
beritahukan di atas, lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat.

Bandar LAMPUNE, . s o e av s o aes s cssasn
NAMA WAJIB PAJAK

dto

GUBERNUR LAMPUNG.

Salinan sesuadi dengan aslinya
KEPALA HUKUM, ttd

< M.RIDHO FICARDO

ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003
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LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2018
TANGGAL: 11 Juli 2018

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

MASA PAJAK B e 0 SR RS I S TR SRS S
NOMOR 3 e e S e TS Y S S R

PENGUSAHA KENA PAJAK

NPWPD

Nama Wajib Pajak
Jenis Usaha
Alamat

QLB G b =

Jumlah yang harus dibayar :
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

BURIAIY s swnsansonsssanspmssmsssmessomsasass TANNY ..conosisoinsessusiias

Volume Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan ................. M3/KWH
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-faktor

Nilai Perolehan Air = Rp. ...,

Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = RP. .oconsisanisamisios
Jumlah Pajak yang harus dibayar : = RPi .oseusunoms sizsamsnses
=0 0712 o = L CLCLLTLITITITIRLE )

Bandar Lampung, ...-cecescssssenssmossvassnsesvens

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung

feoemcs: o sinmnmirene s NA S ccaesvmmsonsnnsmses )
(s s s s s Pangkat/Gol................... )
B (NI )
GUBERNUR LAMPUNG,
Salinan sesudi dengan aslinya ced
KEPALA BIRG HUKUM,
ol M.RIDHO FICARDO

ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003
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LAMPIRAN III A : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2018
TANGGAL : 11 Juli 2018

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
(SKPDKB)
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

MASA PATAK 0 i o s v oo s 6o s 1 S 45 68 45 43
NOMOR., e tmss o5 v 69 558 S5 v 5 50 68 el pes Savs

PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NPWPD :

2. Nama PKP

3. Jenis Usaha

4. Alamat :

5. Jumlah yang harus dibayar :

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

| BT B Th, aerneion o O B BTG ST Tl 5 s vawsms s o o
Volume Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan ................. M3/KWH
Nilai Perolehan Air = Volume x Hargz Air x Koefisien Faktor-faktor
Nilai Perolehan Air = Rp. «ccooivviiiiviiirocennnnnes
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolel.an Air x 10% = RD: sovsss sonsems s v
Jumlah Pajak yang harus dibayar : = RP. swi s
TETDINATAE (e siomipnsims simsrscs s sni s s st aisemats i e i 5ol 5 T P PRl ST G e e )
L
| 6. Jumlah Pajak yang telah dibayar =RP. i
Jumlah Pajak yang belum dibayar = RDb sosmmmun o sapprameons
|
7. Sangsi Administrasi
A KETATKEATL o wmrems e o ssmimmimmns o siind (%) RP: ssessmmsmmssmunssm o sowmsmsmmmn
o T 51557 51=¢: RESpem—— Bulan ( ........ O6) RV, wsiosasi s s s 565 595 2 e v s e
= Rl ss seos g e s st s
Jumlah = RP. oonmmiemmibshiios ssnssin
TETBILETIR [ s v oo wwmmmmmmmen e 685 558 55 445 4HH DS TR S S0 wamans mmwah om0 L T4 RO AA 00 )

Bandar Lampung, ........ccocveeieiieiennenennn
a.n. GUBERNUR LAMPUNG

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provingi Lampung

([s eseacsnrmmms sone i s s NANA. e oeeieiriieiaeenees )
(samisrmsocmama e Pangkat/Gol..............ooen. )
(NIP...oooeoo oo )
GUBERNUR LAMPUNG,
Salinan sesudi dengan aslinya
KEPALA BIRQ HUKUM, ttd
= M.RIDHO FICARDO

ZULFIKAR, S.}i, M.H
Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003




LAMPIRAN III B : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 22
TANGGAL : 11

TAHUN 2018
Juli 2018

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
TAHUNAN/FINAL

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

(SKPDKB) :
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
TAHUNAN/EINAL 55w sonamnins coe o asie o aws o5 2% 55 255 s s 65 5w
NOMOR 5 canvenvsssis oo o s 5o s 5 5 550 66 35 vl
PENGUSAHA KENA PAJAK
1. NPWPD :
2. Nama PKP
3. Jenis Usaha
4. Alamat :
5. Jumlah yang harus dibayar :
a. Jumlah Pokok Pajak Triwulan I RiDs s s
b. Jumlah Pokok Pajak Triwulan II RD:: iswans insmmsmssmasmass
c. Jumlah Pokok Pajak Triwulan Il = RiDs: aws v s s aws e o3
d. Jumlah Pokok Pajak Triwulan IV = R s o vass o s s s s
Jumlah Pokok Pajak Tahunan/Final = R a5 s s ms s v s
6. Jumlah Pajak yang telah dibayar = R i s o s v o
Jumlah Pajak yang belum dibayar = R scs s v s s o s o
7. Sangsi Administrasi
g KENAIKAR civivivn voamnnn vomeie vns cmvnpmniiels (%6) B somssansosmmsmmnms sormaas < s
B, BUREE, - o oo e o s e Bulan ( ........ V8) R wsrmsriniss s s visse s sy st s s e e
=Rp. e
Jumlah S 55 o R
TEIDILEIIE [ oo s e i 5 55 075,85 G55 8 i s w103 sn e o 20 w4V )

Bandar LampUiig,, . ssssssessms s ssssess
a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung

(s pim s « Nama...ooooveeeeeenenen,. )
................. PAREKALS GOl v orn svvsmesmnmn)
(INTP, s v im0 i s 853 s e ' vt i )

Salinan sesugi dengan aslinya
KEPALA BIR@'HUKUM,

v/

ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,
ttd

M.RIDHO FICARDO
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LAMPIRAN III C : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2018
TANGGAL : 11 Juli 2018

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

| PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
MASA PAJAK % S s w5 S A

| NOMOR B e v o B A AR

ENGUSAHA KENA PAJAK

. NPWPD :

. Jenis Usaha
. Alamat

'P
1
2. Nama PKP
3
4
5

> Jumlah yang harus dibayar :

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

BUIATL w55 65 5.2 54 ismemmmmesismasmiin snmmon snvioe Tahun ....c.occovevnnnennen,
Volume Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan ................. M3/KWH
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-faktor
Nilai Perolehan Air = Rp. «..coccvviviiiiniininnnn.
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% =HRPE et iinmmmamanno e
Jumlah Pajak yang harus dibayar : =RD. e,
TEEDINATIG (s s v .08 smi 57008 545 5 55 85,60 553 GBI St sl s e it i i tmsiom i )
6. Jumlah Pajak yang telah dibayar = RB: cossm oot i
Jumlah FPajak yang belum dibayar = RPL cocsenmemsses v oo
7. Sangsi Administrasi
2 Kenaikamn .o miss s smammssaminsdisssnmmn (%0) RD. . i siianncon cminss snn cummme naimsims s m
b. Bunga ...c....ooeevinnnen. Bulan (........ %) RP. oo
S T o
Jumlah =R sy ssinaais sivn aige v
L€ 121211 2110 0 (RO YU VS P )
Bandar Lampung; ..o s smmssess e
a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung
(. Nama...ooooioeeeieieoinnn... )
(T — Pangkat/Gol.............c..... )
(INIP.... oot )
GUBERNUR LAMPUNG,
Salinan sesudi dengan aslinya ttd

KEPALA BIR HUKUM,

J M.RIDHO FICARDO

ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003
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LAMPIRAN III D : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2018
TANGGAL : 11 Juli 2018

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
TAHUNAN/FINAL

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

TAHUNAN/FINAL D R S S TR R S5 S
NOMOR e s e el e e e ST e RIS
' PENGUSAHA KENA PAJAK
1. NPWPD ?
2. Nama PKP :
3. Jenis Usaha
| 4. Alamat :
5. Jumlah yang harus dibayar :
1 a. Jumlah Pokok Pajak Triwulan I = RDs s sssnnvsnnssms s
b. Jumlah Pokok Pajak Triwulan II =024 o O PO
c. Jumlah Pokok Pajak Triwulan III 04 o
d. Jumlah Pokok Pajak Triwulan IV = RD: et
Jumlah Pokok Pajak Tahunan/Final = RP: o
6. Jumlah Pajak yang telah dibayar = RD. ssosseassamsssmsiae
Jumlah Pajak yang belum dibavar = Rp: somesmnsnsvsmsassens
7. Sangsi Administrasi
. KenalKamn. somsmsasssss o snpnmsmsmassns (FON IR s ismes e R 58 B
DL BUNEA ... .oe soe cmsistimmsss Bulan: [ «usee 00) R voicmnrsnic e s i st 655 FE50885
= A
Jumlah =: Rp:: susssnssnsasssnusnoosss
TEIDIANE [ o: covvncosssunnsasssanssarsersasassnsnaomsansisesss ss ionasssinass ersamsrsssarsasssssesassumnasess )
B Bandar LAMPUNE,; «.verueeroversesnessiorcssnosnnens
a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung
T e e e g NAIEL. . ..o v oot sz s ).
(e o momconins Pangkat/Gol.........cc.iee )
[INIP . snusspsussnconessespomsneuscanmmspmmannmsnass )
Salinan sesuaji dengan aslinya GUBERNUR LAMPUNG,
KEPALA BIRQO-rHUKUM,
ttd
~
ZULF1 %, S.H, M.H NM.RIDHO FICARDO

Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003
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LAMPIRAN IV A : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR r 22 TAHUN 2018
TANGGAL : 11 Juli 2018

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
MASA TRIWULANAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

(STPD)
MASA PAJAK 3 e emremminie i
NOMOR P ——
PENGUSAHA KENA PAJAK
NPWPD ]
Nama PKP
Jenis Usaha

Alamat

OyfiE L0 hotes

Jumlah vang harus dibayar :

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

BULATL »yconuomssspeases sonsos s ssam s TANUB, 5 svmess sonsvn aus con s
Volume Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan ................ M3/KWH
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-faktor
Nilai Perolehan Air = Rp. ...cooviviiin vevinenns
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% E: R onvonwnmwnisne iin sain 5%
Jumlah Pajak yang harus dibayar : = RS, eacspesenzesensanazas
TEIDILATIE (1vvveiennrrerreeeeesimtrte e e e e e ib i s st e bbbt )
6. Jumlah Pajak yang telah dibayar R oooresssisiness sszasiing
Jumlah Pajak yang belum dibayar = RD: cerososenmensinnns nusis
7. Sangsi Administrasi
G, KENBIKAI wovowomnns nommoiiianssipimiosss om sss s (%) RD. v vnpuvmmsssammmmnsis inssvassamsenisess
A BUDEA ss 505 0es ssiwnvwonanse Bulan ( ........ TR o N T
S D —
Jumlah = R, e smssnn v ssmsownssas
TEIDIALANE (..o evureeeereraoennmirrsiiresasanassassansssissssnnnassssnntsseesiussnasssessnninnsasasses )
Bandar LampUng; « e nasyssssysmssvas see svsves
a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung
(Lesiison sonpmsmmispams Nama...ooeeeeereeaeeneennss )
................. Pangkat/Gol.......ccooevennnnnd)
(NIP....oooiiieiiiiceesssibsebssrssssarsss s )
GUBERNUR LAMPUNG,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd

KEPALA BIRO/MHUKUM,

~/
ZULFIKAR, S.H, M.H

Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

M.RIDHO FICARDO
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LAMPIRAN IV B : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

22
11

NOMOR

TANGGAL Juli

TAHUN 2018

2018

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
TAHUNAN/FINAL

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

(STPD)
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
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Jumlah Pokok Pajak yang belum dibayar = RD5 505565 655 e b ol s
7. Sangsi Administrasi
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